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Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. 	 Masalah penerbitan charge card oleh bank syariah ini dalam hukum Islam 
termasuk bidang hukum "ijtihadiyah", karena dalam hukum Islam tidak ada 
yang seeara eksplisit mengatur tentang charge card. Sehingga untuk 
menentukan hukumnya halal atau haram masih diperlukan peranan aka! 
pikiran dari para ulama ahli fiqh. Para ulama ahli fiqh memandang terdapat 
beberapa unsur dalam syariah charge card yang perlu dikaji apakah 
diperbolehkan dalam hukum Islam. Unsur-unsur itu adalah penerapan denda 
keterlambatan, serta fee dari merchant pada bank penerbit kartu. Dan sete1ah 
dikaji temyata dalam unsur-unsur tersebut pada umumnya tidak mengandung 
riba dan diperbolebkan dalam hukum Islam. 
b. 	 Konsep dasar charge card yang diterbitkan bank syariah merupakan alat 
identifikasi pribadi yang digunakan untuk menunda pembayaran atas transaksi 
jual beli barang danjasa. Dalam mekanismenya, charge card yang diterbitkan 
oleh bank syariah memiliki beberapa ketentuan baku dalam penggunaannya, 
yaitu tidak menggunakan sistem bunga, tidak terdapat fasilitas angsuran, 
hanya dapat digunakan pada transaksi yang bersifat halal saja, hanya dapat 
dimiliki oleh nasabah dengan kemampuan fmansial yang eukup baik, serta 
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terdapat batas maksimal transaksi di dalamnya. Pada transaksi dalam syariah 
charge card ini melibatkan empat pihak yaitu bank syariah penerbit kartu, 
operator kartu (Visa dan Master Card), nasabah pemegang kartu, serta 
merchant. Dalam hubungan antara pihak-pihak itu terdapat perjanjian atau 
akad sebagai landasannya. Mekanisme transaksi dalam syariah charge card 
hampir sama dengan mekanisme transaksi dalam kartu kredit bank 
konvensional. Demikian juga dengan biaya-biaya yang dibebankan terhadap 
nasabah pemegang kartu. Bank penerbit kartu dapat melakukan beberapa 
upaya apabila pemegang kartu itu melakukan wanprestasi. 
2. 	 Saran 
a. 	 Hendaknya penggunaan syariah charge card ini lebih disosialisaSikan lagi 
oleh bank syariah penerbit pada masyarakat luas, terutama pada masyarakat 
yang beragama Islam. Dengan sosialisasi itu diharapkan masyarakat jadi lebih 
mengetahui tentang keberadaan syariah charge card itu sehingga dapat 
memanfaatkan penggunaannya. Selain itu, perkembangan syariah charge card 
perlu lebih ditingkatkan lagi dengan mencari strategi pengembangan yang 
efektif dan halal agar mampu berkompetisi atau memiliki nilai jual yang lebih 
dengan charge card atau credit card yang diterbitkan oleh bank konvensional. 
b. 	 Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
pada penggunaan syariah charge card agar tidak menyimpang dari ketentuan­
ketentuan yang harns ada pada kartu ini. 
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